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PERATURAN GUI}EITN UR SUMATERA BARAT

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BBLANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUI"IAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

L Undang-Undang Nomor 6l Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
lJndang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan

Daerah-dacrah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan lLiau

sebagai Undang-Undang (l-embaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1958 Nomor ll2, 'fambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor l6aO;

2. [Jndang-tJndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Ilangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, 'l'arnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor l2
Tahun 1994 tentang l'crubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 2l 'fahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas 'fanah dan Bangunan (Lembaran Negara Itepublik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 3988);



4. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. lJndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tcntang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 'fambahan Lembaran Negara
I{epublik Indonesia Nomor 4a21);

Undang-Undang Nomor 33 'fahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
lJndang-lJndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nclmor 23 I'ahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4028);

8.

9.

10.

11.

12.



14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, T'ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 l'ahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara l{epublik
Indonesia 'Iahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2012 Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tcntang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a574):

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 'Iahun 2005 tentang l)ana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan l,ernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun z00s tentang sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia l'ahun
2010 Nomor ll0, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembararr N"gura Republik Indonesia
Nomor 4578);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46la);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
T'ahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2l Tahun 201I tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201I tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-6174 Tahun 2015
tentang Evaluasi Itancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-10026 Tahun 2016
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan f)aerah Provinsi Sumatera

Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
"l'ahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera

Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan flan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;



30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor l0 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 'Iahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;

32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 l'ahun 2016
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20161'

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUtsERNUR TENTANG PENJABARAN PERUISAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.IA DAERAH TAHUN
ANGGAITAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah
Rp.4.774.203.758.691,00 bertambah sejumlah Rp. 32.699.769.697,86 sehingga rnenjadi
Rp.4.806.903.528.388,86 dengan rincian sebagai berikut :

l. Pendapatan.
Semula Rp. 4.595.703.758.69 1,00

Rp. 34.702.77*8.224.00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan ... ............Rp.4.630.406.536.915,00

2. Belanja :

Semula. Rp.4.774.203.758.691,00
Bertambah Rffi86
Jumlah Relania setelah Perubahan- :telah Perubahan .Rp. 4.806.903.528.388.86
Defisit setelah Perubahan ..........(Rp. 176.496.991.473,86)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan.
1) Semula. ...........Rp.228.500.000.000,00
2) Bertambah. ... ...........Rp. 22.996.991.473.86
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan ...Rp. 251 .496.991 .473,86

b. Pengeluaran.
l) Semula. ...........Rp. 50.000.000.000,00
2) Bertambah..... ..............Rp. 25.000.000.000.00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan ...Rp. 75.000.000.000.00

Jumlah Pembiayaan Netto setclah Perubahan .....Ilp. 176,496.991.473'86

Sisa l-ebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan ......Rp.

Bertarnbah



Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut
dalam l,arnpiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 3

Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
padatanggal 7 November 2015

UR SUMATERA BARAT,

-/t

Diundangkan di Padang
padatanggal 7 November 2ot5

SEKRET S DABRAH
PROVIN TERA

ASMAR

BERITA DAEITAT{ PROVINSI SIJMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 6.6


